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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengelolaan Keuangan

2.1.1.1  Pengertian Pengelolaan keuangan 

Pengelolaan keuangan sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas perusahaan. Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:
“Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran,  pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban”.

                                                                                                        (2005;89)
Sedangkan definisi pengelolaan keuangan menurut www.seknasfitra.org yaitu:
“Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi”.

 Dari pengertian–pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif  yang berhubungan dengan kegiatan  perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. 
Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. 
2. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan. 

3.  Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran. 
4.  Pelaporan dan pertanggungjawaban befungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi- transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.
2.1.2 Pendidikan
2.1. 2.1 Pengertian Pendidikan
 Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan  sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, sehingga  produktivitas kerja menjadi meningkat. Pendidikan dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal serta dilakukan sejak tingkat dasar, menengah, lanjutan, bahkan hingga perguruan tinggi. 
Menurut Herabudin definisi pendidikan adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya”. 








                                              (2009;2)
Sedangkan menurut www.depdiknas.go.id definisi pendidikan adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”.
Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. 

2.1.2.2 Jenis Pendidikan
Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

1. Pendidikan Umum
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jenis ini termasuk ke dalam pendidikan formal.

3. Pendidikan Akademik
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.


Salah satu yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dalam keprofesian adalah yang disebut program diploma, mulai dari D1 sampai dengan D4 dengan berbagai konsentrasi bidang ilmu keahlian. Konsentrasi pendidikan profesi dimana para mahasiswa lebih diarahkan kepada minat menguasai keahlian tertentu. Dalam bidang keahlian dan keprofesian khususnya Desain Komunikasi Visual terdapat jurusan seperti Desain Grafis untuk D4 dan Desain Multimedia untuk D3 dan Desain Periklanan (D3). Dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan keprofesian akan berbeda dengan jalur kesarjanaan (S1) pada setiap bidang studi tersebut.

5.  Pendidikan Vokasi
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (S1).

6. Pendidikan Keagamaan
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
7. 
Pendidikan Khusus
     
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif  (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB).
2.1.2.3 Sumber–Sumber Biaya Pendidikan

Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaaan sumber – sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak termasuk didalamnya adalah pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik, Untuk mempermudah dalam memberi kesempatan belajar bagi semua warga negaranya. Adapun sumber– sumber biaya pendidikan adalah sebagai berikut : 

a.    Penerimaan dari pemerintahan umum meliputi penerimaan dari sektor pajak, Pendapatan dari sektor non-pajak, pajak pendidikan dari perusahaan, dan iuran pembangunan daerah, keuntungan dari sektor barang dan jasa, usaha– usaha negara lain termasuk investasi saham dan BUMN.

b.  

Penerimaan dari pemerintah khusus untuk pendidikan biasanya berupa   bantuan dalam bentuk hibah atau pinjaman dari luar negri seperti dari Badan Internasional, dan Bank dunia.
c.   
Penerimaan dari Iuran sekolah ialah berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau BP3 (Badan Pembina Penyelenggara Pendidikan).

d.   Penerimaan dari sumbangan–sumbangan sukarela dari masyarakat biasanya berupa sumbangan swasta, perorangan, keluarga atau perusahaan. Sumbangan yang diberikan tidak hanya berupa uang tetapi tenaga, tanah dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah.
2.1.2.4 Jenis Pembiayaan Pendidikan
Didalam pembiayaan pendidikan dikenal dengan istilah sebagai berikut:
1. Biaya langsung (direct cost) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan.

2. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menjadi proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah misalnya: biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan biaya kesehatan.
3. Biaya private adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua atau keluarganya untuk pendidikan atau dikenal dengan istilah pengeluaran rumah tangga.

4. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.
2.1.3  Pengelolaan Keuangan Pendidikan 
2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Pengelolaan keuangan pendidikan diharapkan dapat menjadi alat penjamin terpenuhinya kebutuhan dana bagi dunia pendidikan. Tersedianya dana sangatlah penting karena dalam mengembangkan dunia pendidikan masalah pendanaan merupakan salah satu bagian yang mendukung keberhasilan dalam mengembangkan dunia pendidikan. Tersedianya dana dapat mendukung berbagai program yang akan dijalankan sehingga proses perbaikan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan.
Menurut www.media.diknas.go.id definisi pengelolaan keuangan pendidikan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan pendidikan adalah suatu usaha dan kegiatan pengaturan uang yang meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfataan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan”.
Sedangkan menurut Herabudin definisi pengelolaan keuangan pendidikan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan yang didalamnya melibatkan kerjasama seluruh personal dan adanya kinerja sesuai dengan tugas dan kedudukannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
                                                                                                           (2009;11)

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan yang meliputi kegiatan seperti

perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfataan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.3.2 Manfaat Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Keuangan pendidikan tidak hanya mencangkup analisis sumber dana, tetapi juga mencangkup dana itu secara efisien, makin kecil efisiensi sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu dengan adanya pengelolaan dana secara baik dapat membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pengelolaan keuangan pendidikan akan mendatangkan manfaat diantaranya:
a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan adanya dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana yang minimal diperoleh tujuan atu hasil tertentu.
b. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta atau kursus- kursus).

c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran–kebocoran, penyimpangan- penyimpangan dalam penggunaan dana dari rencana semula, penyimpangan akan terkendali apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Apabila kekeliruan atau kebocoran keuangan (atasan langsung atau bendaharawan) maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri.
Dari beberapa manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi dana secara terinci, teliti, penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, disertai bukti – bukti secara fisik sesuai dengan dana yang dikeluarkan. 
2.1.4 Akuntabilitas
2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu perumusan kebijakan dilakukan secara bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Adapun definisi-definisi dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:
Menurut Rosjidi definisi akuntabilitas yaitu:
“Akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”.

 








      (2001:144)
Menurut Mahmudi definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang”.

(2007;9)

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
2.1.4.2 Fungsi dan Jenis Akuntabilitas

a. Fungsi Akuntabilitas yaitu:
1. Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu entitas (satuan usaha) tersebut.
2. Memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor dan masyarakat luas) untuk mereview informasi tersebut.

3. Mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

b. Jenis-Jenis Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu: 
“1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) 
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)”.








        (2002;21)

Sedangkan Rosjidi menyebut kedua akuntabilitas tersebut sebagai: 
“1. Akuntabilitas internal (internal accountability) 
2. Akuntabilitas eksternal (external accountability)”.
 








      (2001:145)
Adapun penjelasan dari jenis-jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Vertikal (Internal)

Akuntabilitas Vertikal (Internal) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah. Setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horisontal (Eksternal)

Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga negara

sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (public or external accountability and environment).
2.1.5 Akuntabilitas Publik
2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Sebagaimana halnya dengan perusahaan, lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban baik untuk menilai kinerjanya maupun untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat. 

Menurut Ihyaul Ulum definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

      (2004;270)

Sedangkan menurut Mardiasmo definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:
“Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut”.
        (2002;21)

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk memberikan informasi mengenai semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut..
2.1.5.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik

1. 
Akuntabilitas Keuangan

Keuangan  harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomi, transparan, tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib adalah bahwa keuangan harus dilelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung denga bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan publik. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Akuntabilitas Administratif

Yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan, pengambilan keputusan didalam organisasi-organisai publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin, serta para pelaksana dilapangan sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law, sedangkan public accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

3.     Akuntabilitas Kebijakan Publik

a) Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas kebijakan publik adalah:

1.   Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara teoritis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

2.    Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan niali-nilai yang  berlaku artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

3.  Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.

4.  Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan  konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi

5.  Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam pencapaian target tersebut.
b) Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

1.   Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media komunikasi personal.

2.   Kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

3.  Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

4.   Ketersediaan sistem  informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. 

2.1.6 Hubungan Pengelolaan Keuangan Pendidikan Dengan Akuntabilitas   Publik
Pengelolaan keuangan pendidikan adalah suatu usaha dan kegiatan pengaturan uang yang meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfataan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki kewajiban untuk mengawasi agar praktek pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran merupakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah untuk periode yang akan datang, juga sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, hasilnya tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Mardiasmo menjelaskan kaitan antara pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas publik, sebagai berikut:
“Pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep Value For Money sehingga tercipta akuntabilitas publik”.

 







        (2004;27)

Dari teori tersebut jelas terlihat bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan atas dasar konsep value for money akan menciptakan akuntabilitas publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan adalah terciptanya  akuntabilitas publik.
2.2  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran
Dalam perkembangannya, pendidikan akan menghasilkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat serta akan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi subjek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Adanya tuntutan peningkatan kualitas dalam dunia pendidikan mengharuskan adanya sebuah perubahan yang sangat penting untuk ditelaah secara mendalam yang tidak dapat dipisahkan dengan suatu keberhasilan dunia pendidikan yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam sebuah pendidikan.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan pengelolaan keuangan yang berasal dari dana publik.
Menurut PP.RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
“Pengelolaan Keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.” 
Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik menurut Mardiasmo:

“Value For Money yang terkait dengan tiga elemen utama yaitu: ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, efektifitas tekait dengan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Kejujuran terkait dengan pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

Transparansi terkait dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat, serta adanya horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pengendalian terkait dengan adanya monitoring terhadap penerimaan dan pengeluaran yaitu dengan menbandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai”. 
                                                                                                           (2004;30)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan dananya kepada pemerintah, khususnya pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ini disebut akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.
Adapun pengertian dari akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertangungjawaban, menyajikan , melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

        (2002;20)
Sedangkan menurut Mahmudi yaitu:
“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat”.
(2007;9)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam setiap tindakannya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu transparan mengenai seluruh kegiatannya. 

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dialihbahasakan oleh Mardiasmo menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

“Akuntabilitas kejujuran (accountability For Probility) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

Akuntabilitas proses (process accountability) terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemerikasaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dapat dilakukan misal dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses yang terkait dengan pemeriksaan proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian  kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui compulsory competitive tendering (ICT) ataukah dilakukan melalui pola KKN.
Akuntabilitas program (program accountability) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas”. 

 







        (2002;21)
   Adapun teori pendukung dalam penelitian ini  Menurut Mardiasmo yaitu:
“Pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep Value For Money sehingga tercipta akuntabilitas publik”.

        (2004;27)
Berdasarkan teori yang diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan apabila pengelolaan keuangan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan mengakibatkan terwujudnya akuntabilitas publik.
Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan pendidikan terhadap akuntabilitas publik, yaitu terdapat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
Penelitian dan Referensi yang berkaitan dengan Pengaruh    Pengelolaan Keuangan Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Publik
	Nama Penulis dan Judul
	Hasil Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	Penulis:Endi         Syafrial

Judul:Pengaruh pengelolaan keuangan daerah Terhadap pengendali-

            an pajak
Tahun : 2006
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sektor publik berpengaruh pada pengelolaan keuangan sebesar 69,7% sedangkan 30,3% dipengaruhi oleh faktor lain.
	· Indikator pada variabel X

	· Variabel Y
· Teori penghubung

· Objek penelitian yang akan diteliti mengenai sektor pendidikan sedangkan peneliti sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan daerah secara umum

	Penulis:Kadek   
              anggini

Judul:Pengaruh Value for money Terhadap Akuntabilitas Sektor Publik  

Tahun : 2007
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Value for money berpengaruh pada akuntabilitas sektor publik  sebesar 68,7% sedangkan 31,3% dipengaruhi oleh faktor lain.
	· Teknik sampling yang digunakan

	· Variable X
· Indikator pada variabel Y
· Teori penghubung




Penjelasan-penjelasan diatas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:
Adapun Gambar Sistematika Kerangka Pemikiran adalah sebagai berikut:

     Dinas Pendidikan

    Pengelolaan KeuanganPendidikan                                      Akuntabilitas  Publik










Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.2.2 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh pengelolaan keuangan pendidikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan.

Menurut Sugiyono hipotesis adalah sebagai berikut:

 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,   dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat”. 

(2008;64)

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan antara dua variabel yang belum terbukti. Hipotesis dari penelitian ini adalah “pengelolaan keuangan pendidikan berpengaruh  terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan”.
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